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Pembaca Majalah ICT yang budiman,

Presiden RI Joko Widodo telah beberapa 
kali mengungkapkan kegusarannya mengenai 
pemanfaatan media sosial dalam kurun waktu 
beberapa bulan terakhir. Menurut Jokowi, media 
sosial kita dipenuhi fitnah, ujaran kebencian 
dan bahkan kabar bohong atau hoax, yang 
berdampak terhadap kehidupan bangsa. Setelah 
Jokowi berulang kali bicara soal ini, beberapa 
Kementerian dan penegak hukum segera turun 
tangan untuk mencoba membereskan isu ini. 
Dan Perang Melawan Hoax inilah yang kami 
angkat sebagai Laporan Utama Majalah ICT 
No.52-2017 ini. 

Selain hoax, ada isu yang juga berbarengan 
muncul, yaitu mengenai keberadaan Badan 
Siber Nasional (Basinas). Lembaga ini memang 
sempat maju mundur untuk dihadirkan, namun 
dengan merebaknya hoax pula, wacana 
Basinas kembali muncul. Yan bahkan, ini bukan 
sekadar isu, pasal Menko Polhukam Wiranto 
meyakinkan bahwa lembaga yang menggawangi 
keamanan siber di Tanah Air segera terwujud. 
Perkembangan rencana pembentukan Basinas ini 
kami hadirkan dalam Laporan Khusus edisi ini.

Menemani topik hangat, ada pula informasi 
mengenai rencana pemerintah untuk segera 
melelang spektrum frekuensi di 2,1 GHz dan 
2,3 GHz. Saat ini, 2,1 GHz digunakan untuk 
layanan 3G, dan 2,3 GHz sudah dibukan untuk 
4G LTE. Persoalan spektrum frekuensi menjadi 
isu penting di sektor telekomunikasi Indonesia 
karena frekuensi sebagai sumber daya terbatas, 
sementara operator telekomunikasi berebutan 
untuk mendapatkannya. Tentu saja tak lupa 
kamu sajikan juga perkembangan terkini sektor 
penyiaran, internet, dan e-bisnis Tanah Air.

Pembaca, melalui forum ini dapat kami 
sampaikan bahwa situs www.majalahict.com 
mengalami renovasi besar-besaran, yang 
tentunya agar Pembaca sekalian dapat lebih 
enak membacanya dan menyesuaikan dengan 
desain situs kekinian. Meski begitu, kami tetap 
menanti Sidang Pembaca untuk memberi 
masukan, kritikan maupun pertanyaan melalui 
redaksi@majalahict.com atau melalui form 
navigasi Redaksi yang ada di laman www.
majalahict.com.    

Selamat membaca dan maju terus dunia ICT 
Indonesia.

• Redaksi
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
menyesalkan penuhnya media 
sosial (medsos) mengenai 
Indonesia dengan konten yang 

berbau provokasi dan berisi fitnah. 
Menurut Presiden, hal tersebut yang 
harus diperbaiki karena tindakan-
tindakan tidak terpuji itu bukan 
merupakan karakter bangsa Indonesia 
yang sesungguhnya. “Kalau kita 
lihat di media sosial pada satu 
bulan belakangan ini isinya saling 
menghujat, isinya saling mengejek, 
isinya saling memaki, isinya banyak 
fitnah, isinya adu domba, provokasi,” 
kata Jokowi di medio pertengahan 
November. 

Keprihatinan Jokowi kembali 
diungkapkan saat membuka 
Tanwir Pimpinan Pusat Pemuda 
Muhammadiyah di Tangerang, 
Banten, beberapa minggu setelah 
pernyataannya di November tersebut. 
Jokowi masyarakat untuk berdakwah 
lewat media sosial. Hal itu menurut 
Jokowi diperlukan karena saat ini 
media sosial justru diisi banyak hal 
negatif seperti mencela, menghina, 
menjelekkan, mengejek mengadu 
domba, fitnah dan kebohongan. 
Jokowi meyakini dengan upaya untuk 
berdakwah dan menyebarkan hal-
hal yang baik di media sosial, maka 
berbagai hal negatif yang ada saat 

ini bisa hilang dengan sendirinya. 
“Apakah ini tata nilai islami? Inilah 
perlunya dakwah lewat medsos,” 
tandasnya.

Karena itu Jokowi mengajak agar 
semua dapat menyampaikan tentang 
integritas, kejujuran, optimisme. 
“Karena yang kita hadapi sekarang 
adalah persaingan antar negara yang 
semakin sengit, dan itu dibutuhkan 
sebuah semangat,” ujarnya.

Dua kali diingatkan, namun kondisi 
tak berubah. Sampai kemudian, 
Presiden Joko Widodo memerintahkan 
agar aparat penegak hukum bersikap 
tegas terhadap media online dan 
pengguna media sosial yang terbukti 
melakukan pelanggaran hukum. Hal 
itu karena Jokowi melihat teknologi 
informasi yang digunakan sekarang ini 
juga memberikan dampak negatif bagi 
masyarakat.

“Saya minta penegakan hukum 
harus tegas dan keras untuk hal ini. 
Dan kita harus evaluasi media-media 
online yang memproduksi berita-
berita bohong tanpa sumber yang 
jelas, dengan judul yang provokatoif, 
mengandung fitnah,” tegas Presiden 
Jokowi.

“Seperti yang kita lihat akhir-akhir 
ini, banyak berseliweran informasi 
yang meresahkan, mengadu domba, 
memecah belah, ujaran kebencian, 

Perang 
Melawan HOAX
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pernyataan kasar mengandung fitnah 
dan provokatif. Bahasa yang dipakai 
juga bahasa-bahasa, yang misalnya 
bunuh, bantai, gantung. Sekali lagi ini 
bukan budaya kita, bukan kepribadian 
kita,” tambahnya.

Jokowi juga mengaku resah dengan 
bahasa yang digunakan di media 
sosial. Bahasa yang digunakan justru 
semakin menjauhkan masyarakat 
dari jati diri bangsa. “Kalau kita lihat 
bahasa-bahasa yang dipakai juga 
bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, 
bantai, gantung. Sekali lagi ini bukan 
budaya kita, bukan kepribadian kita, 
dan oleh sebab itu jangan sampai kita 
habis energi untuk hal-hal seperti ini,” 
ujarnya. 

Karena itu, Jokowi meminta ada 
evaluasi lebih lanjut agar segala 
hal negatif bisa diredam. Termasuk 
evaluasi terhadap media online yang 
sengaja menyebarkan berita bohong.

Menurut Jokowi, saat ini 132 
juta penduduk Indonesia termasuk 
kategori pengguna aktif internet. 
Pengguna internet yang tinggi juga 
mendorong pesatnya perkembangan 
media sosial dan teknologi informasi 
yang sangat luar biasa. “Kita 
mendapatkan data bahwa di Indonesia 
sekarang ada 132 juta pengguna 
internet aktif atau 52 persen dari 
jumlah penduduk yang ada,” kata 
Jokowi.

Jokowi berharap, perkembangan 
teknologi informasi yang pesat 
itu harus diarahkan, kepada hal-
hal bermanfaat, positif, dan untuk 
kemajuan bangsa. Dan media sosial 
juga harus dikembangkan ke arah 
produktif, mendorong kreativitas 
dan inovasi, serta peningkatan 
kesejahteraan masyakarat Indonesia. 
“Untuk menambah pengetahuan, 
memperluas wawasan, menyebarkan 

nilai-nilai positif, optimisme, 
kerja keras, integritas, kejujuran, 
toleransi, perdamaian, solidaritas dan 
kebangsaan,” harap Jokowi.

Kegelisahan Jokowi, yang tadinya 
hanya ditanggapi santai para 
pembantunya, kemudian berubah. 
Menteri Koordinator Politik, Hukum 
dan Keamanan Wiranto menegaskan, 
keberadaan berita hoax harus segera 
ditangkal atau diredam karena 
berpotensi pembangunan nasional 
dan mengancam kedaulatan bangsa. 
Masyarakat, menurut mantan 
Panglima ABRI di era Orde Baru ini, 
bisa termakan informasi pada berita-
berita bohong.

“Negara ini mau jadi apa. 
Belantara hoax jadi tidak jelas. Akan 
mengganggu proses pembangunan 
nasional,” katanya. Ditambahkannya, 
siapapun boleh mengkritisi kinerja 
pemerintah asalkan sesuai dengan 
fakta-fakta yang ada.

“Jangan kebenaran berita diragukan 
media sosial malah memperkeruh 
suasana dengan menyebarkan 
hoax. Kembali lagi kebebasan boleh 
diizinkan, mengkritisi pemerintah 
diizinkan, tetapi dengan cara yang 
elegan,” katanya.

Untuk menjawab tantangan hoax, 
Wiranto kembali memastikan bahwa 
Badan Cyber Nasional akan segera 
terbentuk dalam waktu dekat. Saat ini 
pembahasan tersebut terus dilakukan 
agar lembaga baru itu bisa berjalan. 
“Bukan tahun ini, kalau perlu bulan ini 
sudah harus selesai,” ujar Wiranto.

Sementara itu, Menteri Agama 
Lukman Hakim Saifuddin menyatakan 
bahwa perbuatan menyebarkan 
informasi yang tidak valid atau 
hoax adalah berdosa. Karena itu 
Lukman berharap masyarakat yang 
menerima kabar maupun pesan yang 
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tak jelas asal-usulnya agar tidak 
meneruskannya kepada orang lain. 
Ditambahkannya, bangsa Indonesia 
sekarang tengah menjadi generasi 
emas. Generasi ini, menurutnya, harus 
menata bangsa dengan aura positif. 
“Bukan hujatan, bukan fitnah, atau 
caci maki,” ujarnya.

Mengusut Hoax
Untuk menindaklanjuti mencari 

sumber penyebaran hoax, Kapolri 
Jenderal Polisi Tito Karnavian mengaku 
kesulitan untuk mengungkap kasus-
kasus penyebaran berita hoax 
tersebut. “Antisipasinya kami akan 
meng-counter. Cuma sekarang 
repotnya mereka menggunakan mesin 
atau robot,” kata Tito.

Ditambahkannya, selain 
menggunakan mesin, Tito menduga 
banyak praktik-praktik jasa 
penyebaran berita hoax bayaran. 
“Ternyata ada juga mereka 
menggunakan jasa tenaga profesional. 
Mereka bisa bayar dan kontennya apa, 
bisa viral,” jelasnya.

Untuk melawan hox tersebut, 
Tito menyatakan bahwa Kepolisian 
RI pihaknya akan memaksimalkan 
dan meningkatkan kemampuan IT 
para anggota kepolisian agar bisa 
meminimalisir penyebaran berita-berita 
hoax yang meresahkan masyarakat. 
“Langkah kami tentu yang soft 
adalah meng-counter, menetralisir 
dan menyerang menggunakan teknik-
teknik IT dan melakukan penegakan 
hukum dengan menangkap mereka,” 
pungkasnya.

Jika Kapolri mengaku kesulitan, 
Menkominfo Rudiantara mengklaim 
bahwa pemerintah bisa melacak 
dari mana sumber berita hoax dan 
ujaran kebencian berasal. Termasuk 
yang tersebar lewat aplikasi chatting 
seperti WhatsApp, Line dan BlackBerry 

Messenger. Hal itu karena pihaknya 
sudah mempunyai metode untuk 
melacak siapa pihak pertama yang 
menyebarkan informasi tersebut.

“Pokoknya, asalnya dari mana. 
Bisa ditelusuri ke belakang,” kata 
Rudiantara. Menurutnya, nantinya 
jika diperlukan, Kemenkominfo bisa 
melapor kepada kepolisian untuk 
melakukan penindakan hukum.

Dijelaskan Chief RA, pemantauan 
di aplikasi chatting ini lebih sulit 
dilakukan karena sifatnya lebih privat, 
tak seperti pemantauan di jejaring 
sosial seperti Facebook, Twitter, dan 
Instagram. Namun, bukan berarti 
pemantauan tidak bisa dilakukan. 
Hanya saja, penanganan yang 
dilakukan berbeda.

Direktorat Reskrimsus Polda 
Metro Jaya mendeteksi ada ribuan 
akun media sosial dan media online 
yang menyebarkan informasi hoax, 
provokasi hingga SARA. Direktur 
Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Wahyu Hadiningrat mengatakan, 
pihaknya terus melakukan upaya 
patroli siber untuk menelusuri akun-
akun tersebut. Dan hingga kini, sudah 
ada 300 akun dan media online yang 
diblokir.

“Untuk pelaku-pelaku yang 
dimaksud, tindakan-tindakan 
melakukan hoax dan sebagainya, 
bahkan ratusan kita sudah proses, 
kita identifikasi, yang sekarang 
masih berproses,” kata Wahyu.
Ditambahkannya, mayoritas akun-akun 
medsos yang menyebarkan berita 
hoax, provokasi dan SARA itu adalah 
akun anonim.

Meski demikian, pihak kepolisian 
sejauh ini belum menemukan indikasi 
adanya akun yang terorganisir. “Belum 
sampai ke sana kita, kita masih  
menyelidiki siapa yang melakukan, 
pribadi itu yang kita proses,” imbuh 
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Wahyu. Namun ia tidak menepis 
bahwa dari sekian banyak akun 
anonim tersebut, administratornya 
masih pelaku yang sama. “Ada 
beberapa yang kemarin sudah kita rilis 
bahkan sudah kita rilis perkara yang 
itu,” cetusnya.

Perkembangan media sosial yang 
ada, lanjut Wahyu, menjadi salah satu 
faktor penyebab semakin banyak 
penyebaran berita hoax atau pun 
yang bersifat provokatif dan berbau 
SARA. “Ya memang kita semua bisa 
lihat kan kondisinya, trennya seperti 
itu. Sehingga kita lakukan itu yang 
namanya cyber patrol, di samping, ada 
laporan dari masyarakat,” terang dia.

Sementara itu, Kasubdit Cyber 
Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya 
AKBP Roberto Gomgom Pasaribu 
menambahkan, dari 300-an akun 
yang sudah diblokir terkait konten 
penyebaran informasi hoax, isu SARA 
dan provokasi, permintaan blokir 
diajukan ke Kementerian Kominfo atau 
penyedia jasa layanan web terkait. 

“Kita ajukan blokir karena terkait 

kontennya, jadi ada juga yang sudah 
dibuka, setelah konten yang dianggap 
melanggar UU dihapus. Untuk akun-
akun robot atau bot account yang 
bersifat provokatif juga kita ajukan 
blokir. Dan pemblokiran ada pada 
penyedia jasa webnya atau penyedia 
jasa jaringan internetnya,” jelasnya.

Mengenai motif, Roberto 
menyebutkan motif penyebaran hoax 
cukup beragam. “Ada yang motifnya 
politik, ada yang motifnya ekonomi. 
Kalau motif ekonomi, dia bagaimana 
semakin sering dikunjungi halaman, 
masuk page mereka itu menambah 
keuntungan secara ekonomis bagi 
mereka,” paparnya. 

Sementara hoax menjelang Pilkada 
DKI Jakarta, Roberto mengungkapkan 
saat ini mulai menurun. “Jika sebelum-
sebelumnya pelaporan mengenai akun 
hoax itu mencapai puluhan laporan 
setiap harinya, menjelang gelaran 
Pilkada DKI, menurutnya, justru 
mengalami penurunan sekitar 5-10 
dimana sebelumnya bisa 20-30,” 
pungkasnya.

Kementerian Komunikasi dan 
Informatika akan menerapkan 
kebijakan denda terhadap 
media sosial yang tidak mampu 

menangani berita bohong atau 
menyesatkan. Direktur Jenderal Aplikasi 
dan Informatika Kementerian Kominfo, 
Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, 
dalam waktu dekat konsep denda kepada 
media sosial terkait hoax diterapkan di 
Indonesia.

Dijelaskan Semmy, ide denda kepada 

media sosial itu berawal dari ketertarikan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Rudiantara yang melihat cara Jerman, 
dalam mengatasi berita hoax di dunia 
maya. Sebagaimana diketahui, dalam 
menangani informais hoax, Jerman 
mendenda media sosial sebesar 500 
ribu Euro atau sekitar Rp.7,5 miliar pada 
setiap postingan yang mengandung 
hoax.

“Pak Menteri terinspirasi dengan 
Jerman, yang akan mendenda media 

Strategi Melawan Hoax



No. 52 Januari 20178 Majalah I  TC

LAPORAN UTAMA

sosial soal berita hoax. Kita terapkan 
segera,” ungkapnya. Untuk itu, katanya, 
pihak Kementerian Kominfo pun telah 
menulis surat kepada media sosial, 
seperti Facebook maupun Twitter. 
“Tadinya, mau Pak Menteri yang mau 
nulis, tetapi diserahin ke saya sebagai 
Dirjen Aptika,” ungkapkanya.

Ditambahkannya, denda seperti di 
Jerman merupakan opsi terakhir apabila 
kerja sama mengatasi penyebaran berita 
hoax di media sosial masih belum efektif. 
“Ini berita hoax menyebar di tempatmu 
masa mau dibiarin,” kata Semmy. 

Hanya saja, belum dapat informasi 
kapan kebijakan denda kepada media 
sosial ini mulai diterapkan di Indonesia, 
sebab pihak Kominfo masih akan 
berbicara dulu dengan penyedia platform 
meedia sosial tersebut.

Informasi dari Jerman, memang saat 
ini masih dalam proses dihadirkan UU 
yang mendenda penyedia platform 
media sosial bilamana media sosial 
tersebut tidak menghapus postingan 
yang mengandung berita bohong dalam 
24 jam setelah pengguna memberikan 
flag atau tanda pada informasi yang 
disebarkan lewat media sosial tersebut. 
Adapun denda yang akan dikenakan 
adalah sebesar 500,000 Euro. Perhatian 
Jerman terjadap kabar bohong ini 
terpengaruhi isu bagaimana hoax 
mempengaruhi proses pemilihan presiden 
di Amerika Serikat, yang kemudian 
memenangkan Donald Trump. 

Upaya lainnya, pada pagi hari 8 
Januari, secara bersamaan di 7 kota 
Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, 
Wonosobo, Jogjakarta dan Surabaya 
telah berlangsung “Deklarasi Anti Hoax” 
yang berlokasi di pusat keramaian 
Car Free Day sehingga Masyarakat 
siapapun dapat berpartisipasi dan 
menorehkan tandatangannya ikut serta 
mendeklarasikan diri untuk menjadi 
bagian masyaraat anti hoax. Kegiatan in 

diprakarsai oleh Masyarakat Indonesia 
Anti Hoax, yang dipimpin oleh Septiaji 
Eko Nugroho. Pemerintah, dalam hal ini 
Kementerian Kominfo sangat mendukung 
kegiatan dan gerakan masyarakat 
indonesia yang anti hoax. 

Oleh karena itu, Menkominfo 
Rudiantara, Dirjen Aplikasi Informatika 
Semuel Abrijani Pangerapan dan Dirjen 
Informasi Kebijakan Publik Niken 
beserta masyarakat telekomunikasi 
dan informatika lainnya ikut hadir 
dalam rangkaian kegiatan yang sangat 
bermanfaat ini. Tentu rekan-rekan 
wartawan dan rekan-rekan media, 
pegiat media sosial serta para tokoh 
dan kalangan selebriti turut serta dan 
berkontribusi sangat besar mendorong 
gerakan anti hoax ini.

Pada kesempatan ini juga diluncurkan 
situs TURNBACKHOAX.ID oleh gerakan 
Masyarakat Indonesia Anti Hoax dan 
Aplikasi mobile TURNBACKHOAX oleh 
Mastel (Masyarakat Telekomunikasi dan 
Informatika Indonesia). Dengan Situs 
dan Aplikasi tersebut kalangan Netizen 
dapat menyampaikan apapun berita, 
informasi, meme baik dari media situs 
atau mediasosial yang isinya HOAX. 

Masyarakat juga dapat memberikan 
penjelasan atau bukti-bukti bahwa 
laporan-laporan HOAX yang ada di 
TURNBACKHOAX adalah HOAX dengan 
cara memberikan penjelasan, bukti-
bukti hoax nya dan sebagainya. Dengan 
demikian, masyarakat akan memperoleh 
informasi yang lebih jelas HOAX nya 
suatu informasi itu. 

Saat ini masyarakat sering sulit 
membedakan apakah suatu informasi 
itu HOAX atau tidak, juga bagaimana 
mencari kebenaran atau cek riceknya. 
Nah, TURNBACKHOAX.ID dan Aplikasinya 
ini dpaat menjadi sumber referensi 
bagaimana HOAXnya suatu Informasi.

Ketua Masyarakat Indonesia Anti 
Hoax Septiaji Eko Nugroho mengatakan, 
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kegiatan ini merupakan aksi simpatik 
untuk mengajak seluruh masyarakat agar 
peduli dan bersama-sama memerangi 
persebaran informasi hoax yang marak di 
media sosial. 

“Banyak informasi hoax yangviral di 
media sosial kemudian memicu keributan 
bahkan merembet menjadi kerusuhan 
fisik. Hal ini bukan saja menghabiskan 
energi, namun juga berpotensi 
mengganggu keamanan nasional,” 
ujarnya. Septiaji menambahkan, acara 
sosialisasi dan deklarasi tersebut bukan 
hanya dilangsungkan di Jakarta, namun 
serentak di enam kota. Lima kota lain 
yang akan menggelar acara sosialisasi 
dan deklarasi anti hoax yaitu Surabaya, 
Semarang, Solo, Wonosobo, dan 
Bandung.

Menurut Septiaji, upaya-upaya yang 
telah dilakukan sejak Penandatanganan 
Piagam Anti Hoax pada 1 Desember 
2016 itu setidaknya sudah membuahkan 
hasil. Sejumlah tokoh masyarakat saat ini 
telah bergabung dan menjadi Duta Anti 
Hoax, di antaranya, intelektual Muslim 
Prof. Dr. Azyumardi Azra, M.A. dan Prof. 
Dr. Komaruddin Hidayat, Sekretaris 
Jendral Keuskupan Agung Jakarta Rm 
V. Adi Prasodjo PR, sineas Nia Dinata, 
sastrawan Goenawan Mohamad, pegiat 
sosial Anita Wahid, tokoh anti korupsi 
Erry Riyana Hardjapamekas, Ekonom 
Destry Damayanti, Ketua Majelis Wali 
Amanat Institut Teknologi Bandung (ITB) 
Betti Alisjahbana, praktisi dan pemerhati 
hukum pidana La Ode Ronald Firman, 
Nezar Patria dan juga Dewan Pers, serta 
para pegiat media sosial.

“Saat ini juga sudah terbentuk 
relawan-relawan anti hoax di beberapa 
daerah. Berdasarkan pantauan kami, 
jumlah aduan mengenai berita hoax yang 
masuk ke situs TurnBackHoax.id sudah 
mencapai ratusan ribu dalam sebulan 
terakhir. Ini menandakan gerakan 

anti hoax sudah mulai berdampak ke 
masyarakat,” papar Septiaji.

Masyarakat Telematika Indonesia 
(Mastel) memandang momen 
Aksi Turn Back Hoax yang akan 
diselenggarakan oleh Masyarakat Anti 
Fitnah Indonesia (Mafindo) memiliki 
makna yang penting. Sebab, aksi ini 
akan melibatkan masyarakat secara 
terbuka dan mengedepankan peran 
masyarakat sebagai pelaku sentral dalam 
membangun kondusivitas kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

Untuk itu, agar peran masyarakat lebih 
dioptimalkan, Mastel telah meluncurkan 
Aplikasi Mastel Mobile yang dapat 
mempermudah masyarakat dalam 
mencari referensi dan melakukan validasi 
terkait informasi hoax yang beredar di 
tengah-tengah Masyarakat yang berasal 
dari berbagai macam channel sosial 
media seperti facebook, situs web, 
twitter dst.

Menurut Mastel, gerakan ini 
memerlukan dukungan banyak pihak 
karena penanganan berita Hoax hanya 
bisa dilakukan secara bersama-sama oleh 
seluruh kekuatan bangsa. Diantaranya 
MASTEL, APJII (Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia), ATSI (Asosiasi 
Telekomunikasi Seluruh Indonesia) 
beserta para anggotanya. MASTEL 
berkeyakinan, Hoax bisa diberantas 
apabila masyarakat Indonesia bersatu 
dalam upaya pendidikan melawan hoax 
dan bersama-sama menjalankan resolusi 
Lawan Hoax “Dari Masyarakat Untuk 
Masyarakat”.

Adapun strategi yang diusulkan Mastel 
meliputi pendidikan melawan hoax dan 
gerakan bersama untuk membangkitkan 
kesadaran kritis akan nilai-nilai 
kebenaran, kejujuran dan integritas. 
Kemudian membangun dan memperkuat 
gerakan pengawasan (watchdog) 
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berbasis crowdsourcing terhadap seluruh 
bentuk Hoax yang beredar di tengah 
Masyarakat, Memperkuat gerakan turn 
back hoax di tingkat daerah bersama 
para pelaku industri agar terbentuk 
komunitas sebagai strategis dalam 
melawan penyebaran hoax, serta 

mendorong dan berperan aktif dalam 
upaya penangkalan informasi hoax di 
semua tatanan masyarakat, mulai dari 
diri sendiri, keluarga, tetangga, tempat 
bekerja, demi terwujudnya masyarakat 
cerdas literasi dan tidak mudah 
terprovokasi.

Menteri Komunikasi 
dan Informatika RI, 
Rudiantara meyakinkan 
bahwa Kementerian yang 

dipimpinnya tidak akan masuk ke 
wilayah privat tapi hanya penyebaran 
berita hoax di media publik dan 
media sosial. Tentunya yang akan di 
fokuskan itu ranah publik. Nanti ada 
juga kemaren pertanyaan bagaimana 
dengan chat atau apa. Kalo itu ranah 
privat kami tidak akan sentuh tapi 
bukan tidak bisa disentuh,” jelas 
Rudiantara.

Dijelaskannya, lembaga yang 
dipimpinnya akan lebih fokus untuk 
menangani berita-berita yang tidak 
benar di ranah publik dan tidak akan 
menyentuh ranah privat. Apalagi, 
jelasnya, penyebaran berita hoax 
akan sangat mudah dilakukan ketika 
sudah memasuki ranah publik. Karena 
menurutnya setiap orang dapat 
melaporkan hal itu kepada pihak yang 
berwenang. “Kan hoax itu publik, 
nanti bisa langsung laporkan ke polisi, 
atau ke kominfo ada kemudian juga 
kalau terkait konten misal terorisme 

bisa langsung ke BNPT itu bisa 
secepatnya kok,” ujar Rudiantara.

Diungkapkannya, pelaporan yang 
masuk dari amsyarakat akan kemudian 
juga terkirim ke setiap kementerian 
di bawah Kementerian Koordinator 
Politik, Hukum dan Keamanan, 
sehingga akan lebih teroganisir dan 
dapat ditangani sesegera mungkin.

Sebelumnya disampaikan, 
pemerintah tidak hanya akan 
memantau percakapan di media sosial, 
namun juga aplikasi chatting seperti 
WhatsApp, Line, dan BlackBerry 
Messenger. Pada aplikasi itu, dianggap 
banyak juga ujaran kebencian, 
provokatif, hingga informasi hoax 
dan fitnah yang disebarkan melalui 
aplikasi chatting. Menteri Komunikasi 
dan Informatika Rudiantara mengakui, 
pemantauan di aplikasi chatting ini 
lebih sulit dilakukan karena sifatnya 
lebih privat. Namun, bukan berarti 
pemantauan tidak bisa dilakukan. 
Hanya saja, penanganan yang 
dilakukan berbeda dari media sosial 
seperti Facebook, Twitter dan 
Instagram.

Pengawasan ke 
Ranah Privat?



Menteri Koordinator Politik, 
Hukum dan Keamanan 
Wiranto menegaskan, 
keberadaan berita hoax 

harus segera ditangkal atau 
diredam karena berpotensi 
pembangunan nasional dan 
mengancam kedaulatan bangsa. 
Masyarakat, menurut mantan 
Panglima ABRI di era Orde Baru 
ini, bisa termakan informasi pada 
berita-berita bohong. Untuk 
menjawab tantangan hoax, Wiranto 
kembali memastikan bahwa 
Badan Siber Nasional akan segera 
terbentuk dalam waktu dekat. 

Menurutnya, saat ini pembahasan 
tersebut terus dilakukan agar 
lembaga baru itu bisa berjalan. 
“Bukan tahun ini, kalau perlu 
bulan ini sudah harus selesai,” 
ujar Wiranto. Ditegaskan 
Wiranto, Badan Siber 
Nasional ini dibentuk untuk 
menangkal adanya berita 
bohong atau hoax di media 
sosial yang 

saat ini sedang marak dan sangat 
meresahkan. “Kegiatan Siber 
Nasional untuk pemilahan agar kita 
bisa tidak melihat berita-berita 
hoax,” tandasnya.

Namun begitu, kemudian 
Wiranto meralat pernyataannya. 
Wiranto menegaskan bahwa 
rencana pembentukan Badan Siber 
Nasional jangan dicampuradukan 
dengan tugas untuk melawan 
hoax yang berkembang beberapa 
bulan terakhir ini. Bahkan, Wiranto 
menjamin Basinas tidak ditugaskan 
untuk mengurusi hoax, sebab 
masalah hoax akan menjadi tugas 
Satgas Anti Hoax, Lembaga lain 
yang akan dibentuk pemerintah. 
“Badan Siber Nasional itu wilayah 

kerjanya lebih luas, 
nasional, memproteksi 

kegiatan-kegiatan 
Indonesia yang 
berhubungan dengan 
siber untuk bebas dari 
cyber attack,” kata 
Wiranto.
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Maju Mundur 
Badan Siber Nasional
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Ditambahkannya, Badan Siber Nasional 
dan Satgas Anti Hoax yang tengah 
dirancang oleh Pemerintah, memiliki 
tugas yang berbeda-beda. “Jangan 
dicampuradukkan antara Badan Siber 
Nasional dengan satu kegiatan anti 
hoax,” tambah Wiranto. 

Dijelaskannya, Satgas Anti Hoax 
Wiranto memiliki tugas pokok dan 
fungsi untuk melakukan pengendalian 
terhadap konten-kontenyang tidak 
berdasarkan informasi yang kuat atau 
kabar bohong, yang beredar di internet 
dan media sosial. Ini, katanya, untuk 
menetralisir perilaku-perilaku yang saat 
ini masuk di media sosial yang bisa 
merusak ketentraman masyarakat, bisa 
merusak kepercayaan masyarakat dan 
membingungkan masyarakat. “Pengguna 
media sosial yang tidak sejalan dengan 
membangun dan mengamankan negeri ini 
dimana-mana itu dilarang,” ujar Wiranto.

Selain rencana pembentukan Badan 
Siber Nasional, Ketua Komisi III DPR 
Bambang Soesatyo meminta Presiden 
Jokowi memperkuat unit siber di 
Kepolisian, Badan Intelijen Negara, 
dan Kementerian Pertahanan, untuk 
menangkal potensi serangan siber yang 
marak belakangan ini. Hal itu karena 
Indonesia saat ini sudah memiliki unit 
Cyber Security di Polri, Cyber Intelligence 
di BIN dan Cyber 
Deffence di Kementerian 
Pertahanan.

“Penguatan semua unit 
siber itu menjadi sangat 
penting untuk menangkal 
potensi serangan siber 
yang marak belakangan 
ini, termasuk serangan 
yang mengganggu aspek 
pertahanan dan keamanan 
nasional, serta serangan 
yang berpotensi merusak 
ketertiban umum,” kata 
Bambang di Jakarta.

Menurut Bambang, penguatan 
unit Cyber Security di Polri, Cyber 
Intelligence di BIN dan Cyber Deffence 
di Kementerian Pertahanan, hal itu 
karena tantangannya terus tereskalasi, 
penguatan unit-unit siber di Polri, BIN 
dan Kementerian Pertahanan itu perlu 
menjadi perhatian khusus dari Presiden 
Joko Widodo.

“Eskalasi tantangan itu bisa dilihat dari 
keberhasilan agen rahasia Rusia menjebol 
pertahanan siber Amerika Serikat (AS). 
Badan-badan intelijen AS seperti CIA dan 
FBI sudah membuat pengakuan terbuka 
bahwa jaringan agen rahasia Rusia 
berhasil membobol pertahanan mereka,” 
jelasnya.

Bambang menambahkan, melalui 
serangan siber, Rusia mampu 
mengintervensi pemilihan Presiden AS, 
November 2016, dan sukses membantu 
kemenangan calon dari Partai Republik 
Donald Trump.

Lemsaneg Sebagai Embrio
Wiranto sendiri mengungkapkan, agar 

lembaga Basinas segera terwujud, maka 
embrionya diambil dari Lembaga Sandi 
Negara (Lemsaneg). “‎Agar cepat, maka 
embrionya diambil dari Lembaga Sandi 
Negara. Embrionya artinya organisasi 
dasarnya dari sana (Lemsaneg), lalu 

NAS
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kita tata kembali, kita tambah personel, 
tambah perlengkapan,” kata Wiranto.

Menurut Wiranto, dengan adanya 
badan siber diharapkan mampu 
mewujudkan pelaksanaan pemilu 
menggunakan sistem e-voting. Badan ini 
tentu diharapkan mampu menanggulangi 
segala bentuk kecurangan ‎atau 
manipulasi yang terjadi dalam pemilu. 
“‎Kita harapkan pemilu pakai e-voting 
untuk hindarkan manipulasi. Suatu saat 
kita harapkan masuk ke sana,” harapnya.

Dan saat ini, terang Wiranto, 

pemerintah sudah mempersiapkan 
payung hukum untuk badan siber 
tersebut. 

“Setelah itu kita memilih personel 
yang mengawaki (badan cyber) 
itu. Badan siber itu sifatnya perlu 
dan mendesak,” tandas Wiranto. 
Ditegaskannya juga, dengan adanya 
Basinas, hal itu tidak akan mematikan 
fungsi badan-badan siber yang sudah 
ada dalam sebuah lembaga sebelumnya, 
seperti di Kepolisian, Kementerian 
Pertahanan dan lainnya.

Rencana pemerintah untuk 
membentuk Badan Siber Nasional 
nampaknya tidak membutuhkan 
waktu lama lagi. Hal itu setelah 

rancangan Peraturan Presiden mengenai 
pembentukan Badan Siber Nasional 
(BSN) ini sudah diserahkan pada Presiden 
Joko Widodo.

Diungkapkan Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung, rancangan peraturan 
presiden untuk lembaga ini sudah 
diserahkan ke Presiden Jokowi hari 
ini. “Perpresnya sudah kami siapkan 
dan sudah diajukan hari ini kepada Pak 
Presiden dan tentunya mana yang akan 
dipilih,” ungkap Pramono.

Meski demikian, masih ada dua 
pilihan mengenai bagaimana lembaga 
ini nantinya. Menurut Pramono. pilihan 
itu antara nama Badan Siber Nasional 
atau badan siber dimana Lembaga Sandi 
Negara (Lemsaneg) sebagai embrionya. 
Dan tentunya, katanya, mana yang dipilih 
Presiden diperlukan arahan dan finalisasi 

dari Presiden.
Soal tugas dan fungsi lembaga ini, 

tambah Pramono,  untuk mengantisipasi 
dampak perkembangan dunia cyber yang 
semakin cepat. Ditegaskannya, target 
dari dibentuknya lembaga ini bukan 
sekadar beredarnya berita hoax, tetapi 
lebih pada pertahanan siber. “Serangan 
dunia cyber, bisa berasal dari mana saja. 
Persoalan siber ini bukan hanya menimpa 
negara yang sedang berkembang, 
negara maju pun persoalan siber menjadi 
persoalan yang mendapatkan perhatian 
khusus. Mudah-mudahan dalam waktu 
dekat ini, apakan menjadi Badan Siber 
Nasional atau badan siber dan lembaga 
ini segera diputuskan,” harapnya.

Percepatan pembentukan Badan 
Siber Nasional sudah disampaikan 
Menko Polhukam Wiranto, sebelumnya. 
Menurut Wiranto, Badan Siber Nasional 
diharapkan terbentuk bukan hanya di 
2017, namun dalam bulan Januari 2017 
ini.

Perpres Pembentukan 
Sudah di Meja Jokowi
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Menteri Komunikasi dan 
Informatika Rudiantara 
memgungkapkan bahwa 
pihaknya  akan melelang pita 

frekuensi di rentang 2,1 GHz. Frekuensi 
ini telah beberapa tahun dibiarkan tak 
terpakai, menyusul upaya pemerintah 
menarik frekuensi ini saat akuisisi XL 
Axiata terhadap Axis Telecom Indonesia. 
Selain 2,1 GHz, pemerintah juga akan 
melelang frekuensi 2,3 GHz yang 
sekarang sudah bisa dipakai untuk 4G 
LTE.

Dijelaskan Chief RA, lelang pita 
frekuensi 2,1 GHz dilelang dua blok yang 
masing-masingnya 5 MHz. Sedangkan, 
pita frekuensi 2,3 GHz sebanyak 15 MHz 
dari total yang kosong sebesar 30 MHz. 
Proses pelelangan tersebut dilakukan 
dalam waktu dekat ini.

Namun sayangnya, Rudiantara 
menyatakan bahwa lelang hanya untuk 
operator eksisting di 2,1 GHz dan di 
2,3 GHz. Menurutnya, hal itu karena 
operator yang sudah ada lebih butuh 

kapasitas lebih di kota-kota besar.
“Saya tidak menyebut jumlahnya, 

tapi saya alokasikan saat ini adalah 
untuk existing operator di 2,1 GHz 
dan 2,3 GHz, karena sekarang yang 
membutuhkan itu eksisting operator 
yang sudah terlalu padat di Jakarta, 
Bandung, Semarang, Yogyakarta, 
Surabaya yang butuh frekuensi 
tambahan,” kata Rudiantara.

Mengenai pemanfaatan teknologi 
pada pita frekuensi tersebut, hal itu 
diserahkan pada operator karena 
pihanya sudah mengadopsi teknologi 
netral. “Mau pakai 3G atau 4G, terserah 
operator karena sudah teknologi netral. 
Nanti yang dilelang itu 2 x 5 MHz 
untuk 2,1 GHz dan 1 x 15 MHz di 2,3 
GHz. Kenapa 15 MHz, karena setelah 
konsultasi 15 MHz dinilai cukup,” 
tambahnya.

Soal kapan persisnya pelaksanaan 
lelang, Chief RA mengatakan prosesnya 
lelang sedang disiapkan dalam waktu 
dekat.

Pemerintah akan Segera Lelang 
Frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz
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Masyarakat Telematika 
Indonesia (MASTEL) dan 
Asosiasi Penyelenggara Jasa 
Internet Indonesia (APJII) 

melaporkan hasil Survey Ekosistem 
DNA (Device, Network & Application) 
dan Awareness yang dilakukan 
kepada para Netizen pada rentang 20 
Oktober s/d 20 November 2016 yang 
lalu. Survey diikuti oleh 1.020 orang 
responden yang tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia dengan komposisi 
82% berumur 19-36 tahun, 15% 
berumur kurang dari 19 tahun dan 3% 
berumur diatas 37 tahun.

Beberapa hasil yang didapat seperti 
93% responden menyatakan dirinya 
memakai Ponsel Buatan Luar Negeri 
dan hanya 19% Responden yang 

menggunakan Ponsel berbasis IOS. OS 
Android mendominasi jenis operating 
system yang digunakan responden 
yaitu sebanyak 79%. Kemudian, 62% 
Responden menyatakan spesifikasi 
teknis sebagai pertimbangan utama 
mereka dalam memilih smartphone. 
59% Responden menyatakan karena 
fitur, dan 31% karena harga murah. 
Namun 54% responden menyatakan 
bersedia menggunakan ponsel dalam 
negeri sebagai ponsel utama, dengan 
catatan ponsel dalam negeri yang 
ditawarkan memenuhi kriteria yang 
mereka inginkan.

Sebanyak 55,4% Responden 
menyatakan waktu yang mereka 
berikan untuk mengakses internet 
di atas 6 jam sehari. Hanya 10,6% 
responden yang menyatakan 
intensitas mengakses internetnya 
dengan periode penggunaan satu 
jam sekali. Walau 66,5% Responden 
sangat menyukai koneksi internet 
menggunakan wifi dengan alasan 
kecepatan sebanyak 61%, namun 
54% Responden menyatakan paling 
sering mengakses internet melalui 
jaringan seluler.

Kategori Aplikasi Mobile yang 
digunakan responden yaitu 95,1% 
sosial media, 73,7% aplikasi 
messenger, 64,8% navigasi/peta, 
61,1% e-commerce dan 43,4% 
untuk pesan tiket. 82,6% responden 
memilih Instagram sebagai aplikasi 
sosial media yang paling sering 
digunakan. Facebook berada di urutan 
kedua dengan angka 66,5% dan Path 
49,6%.

Sementara itu, aplikasi Messenger 
yang paling sering digunakan 
responden berturut-turut Line 

Inilah Hasil 
Survei 
Ekosistem 
DNA dan 
Awareness 
Mastel dan 
APJII
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(90,5%), Whatsapp (79,3%) dan 
BBM (33,1%). Aplikasi lokal yang 
dipilih sebagai aplikasi yang paling 
sering digunakan terdapat di kategori 
Aplikasi Pemesanan Transportasi 
Motor (Gojek 86,3%), untuk kategori 
pemesanan kamar hotel sebanyak 
77,5% dan pemesanan tiket sebanyak 
73,6% dimenangkan oleh Traveloka.

Dalam Kategori E-Commerce 
Tokopedia memperoleh 50,7%, 
Lazada yang sekarang dimiliki 
Alibaba memperoleh 46,7%, dan 
Buka Lapak yang baru saja berulang 
tahun ke-7 memperoleh 39,7%. 
Kategori Aplikasi Navigasi yang paling 
banyak digunakan adalah Google 
Maps (91,6%), meninggalkan Waze 
yang hanya digunakan oleh 41,4% 
responden. Walau demikian, untuk 
kategori aplikasi navigasi ini tidak 
ada satupun yang merupakan buatan 
dalam negeri.

Tanggapan responden apabila 
ada aplikasi lokal yang dapat 
memenuhi kebutuhan mereka 
sehari-hari sebagaimana yang sudah 
mereka dapatkan dari aplikasi 
global, sebanyak 98% Responden 
menyatakan minatnya menggunakan 
aplikasi dalam negeri. 

Awareness terhadap privasi dan 
data pribadi dari responden, yang 
didominasi generasi milenial, sudah 
cukup baik. Karena sebanyak 92% 
responden menyadari apabila fitur 
lokasi pada ponsel sedang dalam 
kondisi aktif dan 55% responden 
hanya mengaktifkan fitur update 
lokasi bila diperlukan.

Walau 95% mengetahui cara 
menonaktifkan fitur lokasi pada ponsel 
dan 88% responden mengetahui jejak 
perjalanan akan terekam pada server 
aplikasi apabila fitur lokasi diaktifkan, 
tetap saja 87% menyatakan siap 

menerima potensi terganggunya 
privasi sebagai konsekuensi karena 
data pribadinya sudah tersimpan di 
dalam aplikasi. 

Namun 79% responden dengan 
tegas menyatakan keberatan 
apabila informasi pribadinya 
diperdagangkan kepada pihak lain 
tanpa sepengetahuan dirinya. 98% 
responden menghendaki adanya 
perlindungan atas data pribadi di 
internet dan setuju bila pemerintah 
mengatur perlindungan atas privasi 
dan data pribadi.

Ketua Umum MASTEL Kristiono 
mengakui tidak menyangka sebagian 
besar responden menjawab berminat 
menggunakan ponsel dan aplikasi 
dalam negeri. “Ini hal yang bagus, 
tandanya masih ada keinginan untuk 
kemandirian produk-produk digital,” 
ungkap Kristiono. 

Menyoroti perihal digital awareness, 
Kristiono menilai perlindungan atas 
privasi dan data pribadi warga 
negara di internet merupakan salah 
satu aspek yang perlu ditegakkan. 
“Hampir seluruh responden menjawab 
setuju bila pemerintah mengatur hal 
tersebut,” tutup Kristiono.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza, 
menyampaikan, “Survey ini merupakan 
kelanjutan dari Survey APJII 2016, 
namun dengan fokus yang lebih 
mendalam pada penggunaan gadget 
serta hal lain terkait seperti misalnya 
aplikasi yang digunakan”. 

“Hasil survey menunjukan bahwa 
masyarakat sangat supportif terhadap 
produk digital buatan lokal sehingga 
langkah APJII dan Mastel menginisiasi 
Koperasi Digital Indonesia Mandiri 
(Digicoop) sangatlah tepat untuk 
memaksimalkan pengembangan & 
penggunaan smartphone dan aplikasi 
lokal,” lanjut Jamalul Izza.
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Menteri Pertahanan Ryamizard 
Ryacudu mengatakan satelit 
komunikasi militer Indonesia 
rencananya akan diluncurkan 

pada 2019. Dan tidak seperti satelit 
lain, satelit ini akan bersifat rahasia.

“Tidak seperti satelit lain yang 
bisa digunakan untuk umum atau 
perusahaan, di mana-mana kan satelit 
militer itu rahasia,” ujarnya. Jika 
satelit komunikasi militer Indonesia 
beroperasi, semua komunikasi TNI 
akan dilakukan memakai satelit militer 
ini.

Satelit komunikasi militer Indonesia 
itu akan beroperasi pada frekuensi 
L-Band. Spesifikasi dan karakteristik 
satelit itu juga akan dikembangkan 
dan disesuaikan dengan keperluan 
operator dan institusi Indonesia.

Setelah diluncurkan, satelit 
komunikasi militer Indonesia itu 

akan dialokasikan pada koordinat 
123 Bujur Timur, sebagaimana jatah 
penempatan satelit bagi Indonesia 
oleh Internasional Telecommunication 
Union melalui Kementerian 
Komunikasi dan Informatika. 
Koordinat itu sebelumnya ditempati 
satelit Garuda-1 yang dimiliki Asia 
Cellular Sattellite, yang telah digeser 
karena sejumlah ketidakberesan 
sistem.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah 
menyetujui pengajuan anggaran 
oleh Kementerian Pertahanan dan 
Markas Besar TNI untuk membeli 
satelit komunikasi militer dari Airbus 
Defence and Space, dalam program 
pengadaan senilai 849,3 juta dolar 
Amerika Serikat. Adapun pembiayaan 
satelit militer Indonesia itu akan 
berlangsung dalam skema tahun 
jamak selama lima tahun.

Satelit Militer Indonesia 
Diluncurkan 2019
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Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
kembali ingatkan pengelola 
televisi akan 7  komitmen yang 
telah ditandatangani dalam proses 

perpanjangan Izin Penyelenggaraan 
Penyiaran (IPP) untuk 10 televisi swasta 
yang bersiaran jaringan secara nasional. 
Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis 
menyatakan bahwa KPI berkepentingan 
agar sepuluh televisi yang mendapatkan 
perpanjangan IPP tersebut bersungguh-
sungguh dalam menjalankan komitmen 
yang telah ditandatangani.

Hal tersebut dikatakan Yuliandre dalam 
acara Refleksi Akhir Tahun KPI Pusat 
2016, sekaligus menyampaikan kinerja 
lembaga ini sepanjang tahun 2016 
kepada publik. Selain mengingatkan tujuh 
komitmen, Yuliandre menyampaikan 
tentang kewajiban menyiarkan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya. Dalam pasal 
38 Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) 
menyebutkan bahwa lembaga penyiaran 

KPI Kembali 
Ingatkan 7 
Komitmen 
TV Swasta
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wajib memulai siaran dengan menyiarkan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya dan 
mengakhir siaran dengan menyiarkan 
lagu wajib nasional. 

Dirinya berharap hal tersebut menjadi 
salah satu wujud kontribusi lembaga 
penyiaran dalam mengembangkan 
semangat nasionalisme dan cinta 
Tanah Air. Yang jelas, ujar Yuliandre, 
pada tahun 2017 KPI akan melakukan 
pengawasan terhadap penayangan ILM 
dan penyiaran lagu nasional tersebut. 

“Mengingat dua hal tersebut telah 
tercantum dalam P3 & SPS 2012, 
penegakan aturan tersebut akan 
diimbangi dengan pemberian sanksi jika 
terjadi pelanggaran,” ujar Yuliandre.

Sepanjang 2016 ini, KPI telah 
mengeluarkan 169 sanksi administratif 
yang terdiri atas 151 teguran tertulis, 
14 teguran tertulis kedua, dan 4 
penghentian sementara. Data KPI 
menunjukkan 4 sanksi penghentian 
sementara tersebut diberikan pada 3 
program infotainment (Fokus Selebriti, 
Obsesi dan Selebrita Siang) dan 1 
program variety show (Happy Show).

Yuliandre melihat, ada dominasi 
penghentian sementara pada program 
infotainment tersebut sejalan dengan 
hasil Survey Indeks Kualitas Program 
Siaran Televisi yang dilakukan sepanjang 

2016. Dalam lima kali survey, program 
infotainment selalu mendapatkan nilai 
indeks yang rendah.

Untuk itu, Yuliandre berharap agar 
lembaga penyiaran, khususnya televisi 
melakukan koreksi total terhadap 
program infotainment. “Catatan dari 
hasil survey menunjukkan rendahnya 
nilai indek melindungi kepentingan 
publik dan menghormati kehidupan 
pribadi”, ujarnya. Karenanya, KPI 
juga meminta pada pengiklan untuk 
mempertimbangkan ulang penempatan 
produk-produknya pada program-
program siaran yang kerap kali 
mendapatkan sanksi dari KPI dan dinilai 
berkualitas rendah oleh masyarakat.

Ke depan, tambah Yuliandre, KPI akan 
meningkatkan pengawasan terhadap 
penyiaran politik seiring dengan 
dibentuknya Gugus Tugas Pengawasan 
dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, 
dan Iklan Kampanye Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota melalui lembaga penyiaran. 
KPI berharap, masyarakat mendapatkan 
informasi yang akurat, adil dan 
berimbang melalui lembaga penyiaran, 
yang dapat memandu mereka dalam 
menentukan pilihan politik yang tepat 
untuk kepentingan bangsa.
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1. Sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat 
dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 
(P3SPS) dan kebijakan KPI sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

2. Sanggup menjalankan fungsi sebagai media informasi, 
pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial dalam rangka 
membangun karakter bangsa.

3. Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan isi 
siaran program jurnalistik, tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal 
maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.

4. Sanggup untuk menjaga independensi dan keberimbangan 
terkait dengan penyelenggaran Pemilihan Umum meliputi:

a. Pemilihan kepala daerah;
b. Pemilihan anggota legislatif tingkat daerah dan pusat;
c. Pemilihan presiden dan wakil presiden;
d. Kegiatan peserta pemilihan umum (Pemilu) dalam rangka 

meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan 
program peserta Pemilu;

e. Pemberitaan dan penyiaran yang berbentuk penyampaian 
pesan-pesan kampanye oleh partai politik kepada masyarakat 
melalui lembaga penyiaran secara berulang-ulang.

5. Sanggup melaksanakan penayangan yang menghormati ranah 
privat dan pro justicia yang mengedepankan asas praduga tak 
bersalah secara proporsional dan profesional.

6. Sanggup untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan 
kepada khalayak khusus, antara lain berupa penggunaan bahasa 
isyarat dalam program siaran berita.

7. Bersedia untuk dilakukan evaluasi secara berkala setiap 
tahun terhadap seluruh pelaksanaan komitmen dan bersedia 
untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka 
pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Komitmen yang telah ditandatangani 
10 televisi swasta yang mempunyai jaringan 
Nasional7
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Untuk memberikan penjelasan kepada para pemegang Izin 
Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran serta masyarakat pada 
umumnya mengenai ketentuan proses perpanjangan Izin Prinsip 
Penyelenggaraan Penyiaran setelah diundangkannya Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo 
No. 18/2016) pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 
tiga bulan sejak tanggal diundangkan, Kementerian Kominfo telah 
menerbitkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan 
Penyiaran.

Disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Noor 
Iza, maksud dari diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk 
mensosialisasikan dalam masa peralihan bagi para pemegang 
Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, terkait dengan telah 
diundangkannya PM Kominfo No. 18/2016. “Tujuan dari diterbitkannya 
Surat Edaran ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para 
pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran untuk menyiapkan 
diri dalam mematuhi ketentuan PM Kominfo No. 18/2016,” katanya.

Dijelaskan Noor Iza, sesuai ketentuan Pasal 42 PM Kominfo No. 
18/2016 disebutkan bahwa izin Prinsip berlaku selama enam bulan 
untuk jasa penyiaran radio dan 1 (satu) tahun untuk jasa penyiaran 
televisi. Izin Prinsip tersebut tidak dapat diperpanjang.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Izin Prinsip Penyelenggaraan 
Penyiaran yang diterbitkan sebelum tanggal 5 November 2016 masih 
dapat dilakukan perpanjangan dengan ketentuan Pemegang Izin Prinsip 
Penyelenggaraan Penyiaran mengajukan permohonan perpanjangan 
kepada Menteri paling lambat tanggal 4 Februari 2017,” jelasnya.

Ditekankan Noor Iza, berdasar surat edaran yang dikeluarkan 
Menteri Kominfo dan ditandatangani Dirjen PPI Ahmad Ramli, 
permohonan perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 
yang diajukan setelah tanggal 4 Februari 2017 tidak dapat diproses 
dan permohonannya ditolak. “Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran 
yang diterbitkan setelah tanggal 5 November 2016 tidak dapat 
diperpanjang,” tegasnya.

Kementerian Kominfo Keluarkan 
Surat Edaran Mengenai Proses 

Perpanjangan Izin Penyiaran
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Mengawali kegiatan tahun 2017, 
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 
Pusat melakukan pertemuan 
dengan Lembaga Sensor Film 

(LSF). Pertemuan KPI Pusat dan LSF ini 
bertajuk silaturahmi dan koordinasi.

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, 
yang hadir dalam pertemuan itu 
mengatakan, pihaknya menyambut baik 
dan menghargai adanya pertemuan 
dengan LSF bertajuk koordinasi ini. 
Menurutnya, pertemuan seperti ini dapat 
membuahkan solusi dan juga masukan 
terkait berbagai persoalan sensor 
khususnya di lembaga penyiaran televisi.

Sementara itu, di awal pertemuan 
tersebut, Ketua LSF Ahmad Yani Basuki 

memperkenalkan ke 17 anggota LSF 
ke Komisioner KPI Pusat. Dia juga 
menyampaikan presentasi mengenai 
tugas dan fungsi LSF sesuai dengan UU 
Perfilman tahun 2009.

Pertemuan yang berlangsung dinamis 
sejak pagi hingga tengah hari di Kantor 
LSF itu juga membahas berbagai 
persoalan seputar film dan konten siaran 
di lembaga penyiaran televisi. Dalam 
pertemuan itu, hadir pula Wakil Ketua 
KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin serta 
Komisioner KPI Pusat lainnya antara 
lain, H. Obsatar Sinaga, Hardly Stefano, 
Ubaidillah, Nuning Rodiyah, Agung 
Suprio, Mayong Suryo Laksono dan Dewi 
Setyarini.

KPI Pusat dan LSF Lakukan 
Koordinasi di Awal Tahun 2017
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
pada akhir tahun lalu telah 
mengeluarkan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 
tentang Layanan Pinjam Meminjam 
Uang Berbasis Teknologi Informasi 
(LPMUBTI).

Regulasi ini diharapkan dapat 
mendukung pertumbuhan industri 
LPMUBTI atau Fintech Peer-to-Peer 
(P2P) Lending sebagai alternatif 
sumber pembiayaan baru bagi 
masyarakat yang selama ini belum 
dapat dilayani secara maksimal oleh 
industri jasa keuangan konvensional, 
seperti perbankan, pasar modal, 
perusahaan pembiayaan, dan modal 
ventura.

POJK ini juga dibuat untuk melindungi 
kepentingan konsumen dan nasional, 
dan pada saat yang sama tetap 
menyediakan ruang bagi penyelenggara 
Fintech di Tanah Air untuk dapat 
tumbuh dan berkembang, serta 
memberi kontribusi bagi perekonomian 
nasional.

Deputi Komisioner Manajemen 
Strategis IA Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), Imansyah, mengatakan dalam 
rangka mendukung Strategi Nasional 
Keuangan Inklusi (SNKI), penyelenggara 
Fintech P2P Lending diharapkan dapat 
membuka akses dana pinjaman baik 
dari luar negeri maupun dari berbagai 

daerah di dalam negeri kepada 

OJK Keluarkan 
Aturan 
Layanan 
Pinjam 
Meminjam 
Uang Berbasis 
Teknologi 
Informasi
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masyarakat luas yang membutuhkan.
Penyelenggara Fintech P2P 

Lending juga diharapkan dapat 
memperbaiki tingkat keseimbangan 
dan mempercepat distribusi 
pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) ke berbagai 
daerah.

“POJK ini juga sejalan dengan 
berbagai upaya yang telah dilakukan 
oleh Tim Percepatan Akses Keuangan 
Daerah (TPAKD) serta mendukung 
program Nawacita, Program Gerakan 
1.000 start-up, dan Paket Kebijakan 
Ekonomi 14 yang dicanangkan oleh 
Pemerintah,” kata Imansyah.

Penyelenggara Fintech P2P Lending 
dalam POJK ini dikelompokkan 
sebagai lembaga jasa keuangan 
lainnya yang masuk dalam ranah 
pengawasan sektor Industri Keuangan 
Non Bank (IKNB).

Selain mengatur penyelenggaraan 
LPMUBTI atau Fintech P2P Lending, 
POJK ini juga mendorong terciptanya 
ekosistem Fintech secara menyeluruh 
yang mencakup Fintech 2.0 
(antara lain Fintech perbankan, 
pasar modal, perasuransian, dana 
pensiun, lembaga keuangan mikro, 
perusahaan pembiayaan, modal 
ventura, pergadaian, penjaminan, dan 
payment) dan Fintech 3.0 (antara lain 
Fintech big-data-analytic, aggregator, 
robo-advisor, blockchain, dan lain-
lain).

Pertumbuhan jumlah Penyelenggara 
Fintech start-up di tahun 2016 telah 
meningkat sekitar tiga kali lipat dari 
sekitar 51 perusahaan pada TW-I 
2016 menjadi 135 perusahaan pada 

TW-IV 2016.
Pertumbuhan yang sangat 

cepat ini perlu diantisipasi untuk 
melindungi kepentingan konsumen 
terkait keamanan dana dan data, 
serta kepentingan nasional terkait 
pencegahan pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, serta stabilitas 
sistem keuangan.

Dalam rangka mengadopsi 
semangat regulatory sandbox 
sebagaimana diimplementasikan 
pada pengaturan Fintech start-up di 
berbagai negara, POJK ini menerapkan 
ketentuan mengenai pendaftaran dan 
perizinan. Penyelenggara diwajibkan 
untuk melakukan pendaftaran 
sebelum mengajukan permohonan 
untuk memperoleh izin.

Dalam masa pendaftaran ini, 
Penyelenggara telah dapat melakukan 
aktivitas secara penuh dengan 
mendapat pendampingan dari OJK 
yang secara terus menerus melakukan 
evaluasi. Paling lama satu tahun 
setelah terdaftar, Penyelenggara 
wajib mengajukan permohonan untuk 
memperoleh izin kepada OJK.

Untuk melindungi kepentingan 
konsumen, Penyelenggara antara lain 
wajib menyediakan escrow account 
dan virtual account di perbankan 
serta menempatkan data center 
di dalam negeri. Guna melindungi 
kepentingan stabilitas sistem 
keuangan nasional, jumlah pinjaman 
dibatasi maksimal Rp2.000.000.000,- 
dalam mata uang Rupiah.

Melalui peraturan ini, OJK juga 
memfasilitasi dukungan bagi 
perkembangan inovasi ekonomi digital 
di masa mendatang.
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Transaksi E-Commerce di 
Bukalapak Capai Hingga 
Rp10 Triliun

Perjalanan Bukalapak, salah satu 
marketplace e-commerce terdepan 
di Indonesia, memasuki usia ke-7 
tahun. Dalam perjalanan tersebut, 

jika pelapak yang tergabung dalam 
platform ini pada 2014 baru 100 ribu, 
pada tahun 2015 anggota pelapak 
tumbuh menjadi 400.000 pelapak, dan 
pada 2016, jumlah pelapak di Bukalapak 
telah mencapai 1,3 juta pelapak. 
Transaksi e-commerce di platform ini 
mecapai rekor hingga Rp10 triliun.

Achmad Zaky, Co-Founder dan CEO 
Bukalapak menyatakan peningkatan 
tersebut juga disertai dengan 
peningkatan fitur-fitur baru dengan 

menggandeng sejumlah pihak seperti 
menghadirkan BukaReksa, BukaModal 
dan BukaIklan. BukaReksa adalah layanan 
yang menyediakan produk reksadana 
pasar uang milik CIMB bagi pengguna 
Bukalapak. Sementara BukaModal adalah 
fitur pinjaman modal yang dikeluarkan 
oleh Bukalapak bersama Bank BTPN 
dan Modalku. Fitur ini khusus untuk 
digunakan oleh para pelapak yang sudah 
berjualan selama 6 bulan ke atas di 
Bukalapak.

Adapun fitur BukaIklan merupakan 
program kerja sama antara Bukalapak 
dan Facebook yang menawarkan 
langganan iklan Facebook Ads kepada 
para pelapak. Melalui program ini 
pelapak dapat mempromosikan produk-
produknya di Bukalapak ke halaman iklan 
Facebook dengan cepat.

Dijelaskan Zakky, sepanjang 2016 
Bukalapak mencatatkan total pageview 
meningkat hingga 16 kali lipat 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Jumlahnya dari 800 juta menjadi 13,4 
miliar pageview. “Jumlah ini akan kami 
tingkatkan, dan masih tetap fokus pada 
pelapak atau UMKM, karena potensinya 
masih besar sekali,” ujar Zakky.

Diungkapkannya, kenaikan jumlah 
pelapak tersebut juga meningkatkan 
jumlah transaksi yang terjadi. Pada 
2016, perusahaan mencatat nilai 
transaksi mencapai Rp10 triliun. Dan 
pernah, dalam satu hari, transaksi 
Bukalapak mencapai Rp50 miliar. Wow!
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PT Kimia Farma (Persero) Tbk 
melalui anak usaha PT Kimia Farma 
Apotek mengembangkan layanan 
digital dengan meluncurkan portal 

e-commerce. Layanan apotik online 
yang akan ditawarkan ini, Kimia Farma 
bekerjasama dengan layanan Go-Mart 
milik operator ojek online Go-Jek.

Dijelaskan Direktur Utama KFA, lmam 
Fathorrahman,  layanan e-commerce 
Apotek Kimia Farma dapat diakses 
melalui kimiafarmaapotek.co.id. Untuk 
tahap awal, layanan baru menjangkau 
pelanggan di area Jakarta dan 
sekitarnya. “Layanan online sudah jadi 
kebutuhan. Ini fenomena menarik dan 
sudah jadi kebutuhan. Saya kira akses 
ini jadi kebutuhan sehingga orang tidak 
perlu ke apotek menyiapkan waktu dan 
lain-lain,” katanya.

Ditambahkanya, untuk layanan 
pembelian produk kesehatan dengan 
Go-Mart, dapat diakses melalui ponsel 
dengan menitipkan pembelanjaan obat 
dan produk kesehatannya di Apotek 
Kimia Farma. Kimia Farma memberikan 
layanan tambahan untuk pemesanan 
obat melalui Go-Mart ini dimana apoteker 
Kimia Farma akan mengkonfirmasi 
terlebih dahulu gejala ataupun tujuan 
penggunaan obat atau produk yang 
dipesan oleh pelanggan melalui telepon, 
serta memberikan konsultasi dan edukasi 
obat apabila diperlukan.

“Layanan ini dapat diakses pelanggan 

yang berada di 
Jabodetabek, Bandung, 
Surabaya, Bali dan 
Makasar dengan lebih dari 
250 pilihan apotek Kimia Farma,” 
ujarnya.

Dalam setiap transaksi digital 
tersebut, pelanggan akan menerima 
produk pesanannya dalam kemasan 
yang tersegel dan dilengkapi dengan 
Form Informasi Obat (FIO) yang berisi 
informasi tentang indikasi, cara dan 
aturan pakai, efek samping dan informasi 
obat lainnya yang ditulis langsung oleh 
apoteker. Kemasan dan segel tersebut 
didesain khusus untuk menjamin kualitas 
obat dan produk kesehatan hingga 
diterima oleh pengguna.

Kesemua hal tersebut merupakan 
bentuk komitmen Kimia Farma dalam 
menjamin pelayanan kesehatan yang 
berkualitas untuk meningkatkan 
kesehatan demi kualitas hidup yang lebih 
baik.

Pelanggan pun dapat mengakses 
Contact Center “Kimia Farma Care” di 
nomor 1500-255, dari Senin – Minggu 
pukul 07.00 – 21.00 WIB (pulsa 
lokal) atau Facebook/KimiaFarmaCare 
dan Twitter @kimiafarmacare untuk 
memperoleh berbagai informasi yang 
diperlukan, baik konsultasi obat secara 
langsung dengan Apoteker, lokasi apotek 
Kimia Farma terdekat, keluhan pelanggan 
dan informasi lainnya.

Kimia Farma Berikan 
Layanan Apotik Online 
Bekerja Sama dengan 
Go-Jek
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KPAI: Kasus 
Kejahatan Siber 
pada Anak Terus 
Meningkat

Komisi 
Perlindungan 
Anak Indonesia 
merilis kasus 

kejahatan siber 
terhadap anak terus 
meningkat. Ketua 
KPAI, Asrorun Ni’am 
Sholeh mengatakan, 
di 2016, kasus 
itu, bahkan naik ke 
peringkat ketiga dari 
kasus yang paling 
banyak dilaporkan.

“Ini hal baru, 
meningkatnya kasus 
kejahatan siber. 
Dulu masih belum 
banyak laporan, 
sekarang nomor tiga 
terbanyak,” kata 
Ni’am di Gedung KPAI, 
Jakarta.

Menurut dia, 
banyaknya kasus 
kejahatan terhadap 
anak di dunia 
maya itu, karena 
meningkatnya 
penggunaan media, 
tetapi tidak diimbangi 
literasi. Alih-alih 
bermanfaat, hal 
itu dinilai justru 
membahayakan.

“Ini akibat tidak 
adanya literasi 
media sosial. Ingin 
mengabarkan, tetapi 
justrus mengaburkan,” 
ujarnya 
menambahkan. Untuk 
itu, kata Ni’am, perlu 
dibangun literasi, 
terutama di dunia 
maya, supaya media 
sosial bermanfaat bagi 
anak dan masyarakat.

Laporan terbanyak 
yang masuk ke 
KPAI di 2016, yaitu 
anak berhadapan 
dengan hukum, kasus 
pengasuhan alternatif 
dan disusul kejahatan 
siber.
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Untuk melindungan warga 
negera Indonesia yang berada 
dan sedang bepergian ke luar 
negeri, Kementerian Luar Negeri 

menghadirkan aplikasi yang diberi nama 
Safe Travel. Aplikasi yang diluncurkan 
langsung oleh Menteri Luar Negeri 
Indonesia, Retno Marsudi tersebut 
didesain untuk warga Indonesia yang 
melakukan perjalanan ke luar negeri, baik 
untuk sementara maupun menetap.

Menurut Retno, dengan aplikasi ini, 
WNI yang bepergian ke luar negeri dapat 
terpantau, sehingga perlindungan mudah 
diberikan jika dibutuhkan. “Dengan 
aplikasi tersebut Kemlu diharapkan 
dapat mengetahui sebaran WNI dan 
lokasi keberadaan mereka, sehingga 
perlindungan dapat diberikan dengan 
segera jika dibutuhkan,” katanya.

Aplikasi ini disebut masih merupakan 
versi 1.0, dan akan terus diperbaiki dan 
ditambah fitur-fiturnya. Meski begitu, 
aplikasi yang mengusung tema “safe 
and fun” sudah mempunyai sejumlah 
fitur dan informasi, termasuk pelayanan 
perwakilan RI terdekat di negara luar.

“Selain berbagai informasi mengenai 
negara tujuan, pengguna aplikasi juga 
dapat memperoleh informasi pelayanan 
di Perwakilan RI terdekat, panduan lokasi 
Perwakilan RI, lapor diri online, menerima 
informasi termutakhir mengenai negara 
tujuan selama perjalanan, informasi 
berbagai tips melakukan perjalanan aman 
dan tombol darurat. Pengguna juga 
dapat berbagi cerita menarik ke media 

sosial,” jelasnya.
Retno menambahkan, pada aplikasi 

ini juga terdapat tombol darurat, 
dimana pengguna dapat terhubung 
langsung dengan hotline Kemlu atau 
perwakilan RI, yang memudian langsung 
mengirimkan koordinat lokasi serta 
mengirimkan foto atau video lokasi. 
“Dengan sign up ke aplikasi ini sebelum 
perjalanan, maka data diri akan 
langsung tersimpan di server Kemlu. 
Dengan demikian jika terjadi kehilangan 
paspor dalam perjalanan, Perwakilan 
RI dapat membantu dengan lebih 
mudah penerbitan dokumen perjalanan 
pengganti,” jelasnya.

Diungkapkannya, konsep aplikasi 
ini telah disiapkan selama satu tahun, 
disusun dengan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan antara lain travel 
haji/umrah, komunitas backpackers, 
asosiasi penyedia asuransi perjalanan, 
kelompok mahasiswa Indonesia di luar 
negeri, pakar IT, diaspora Indonesia, 
kelompok-kelompok advokasi TKI dan 
lain-lain. Dalam waktu dekat aplikasi ini 
akan mulai terkoneksi dengan database 
WNI di luar negeri e-perlindungan yang 
sudah lebih dulu ada.

Versi 1.0 aplikasi ini dapat didownload 
langsung secara gratis dari google play/
play store. “Untuk memperkaya feature 
aplikasi ini, beberapa kerjasama antara 
Kemlu dengan sejumlah penyedia jasa 
yang terkait dengan perjalanan WNI ke 
luar negeri sudah disiapkan untuk 2017 
ini,” yakin Retno.

Untuk Lindungi Warga Indonesia 
yang ke Luar Negeri, Kemlu 
Hadirkan Aplikasi ‘Safe Travel’
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Sebagai bentuk bakti kepada 
dunia pendidikan di Indonesia, PT 
Telkom Indonesia (Persero), Tbk 
(Telkom) kembali mendukung 

penyelenggaraan Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) melalui kerjasama 
dengan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 
Kerjasama ini ditandai dengan 
penandatanganan Nota Kesepahaman 
antara Plt. Direktur Enterprise & 
Business Solution Telkom Honesti Basyir 
dengan ketua Panitia SNMPTN 2017 
Prof. Dr. H. Ravik Karsidi M.S. disaksikan 
oleh Menteri Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi Prof. Drs. H. Mohamad 
Nasir, M.Si., Akt., Ph.D di Kantor 
Kemenristekdikti di Jakarta, pertengahan 
Januari 2017.

Honesti Basyir mengatakan, sebagai 
BUMN Telekomunikasi di Indonesia, 
Telkom berkomitmen untuk memajukan 
dunia pendidikan Indonesia, dimana salah 

satunya melalui dukungan sistem dan 
mekanisme pendaftaran online dalam 
pelaksanaan SNMPTN/SBMPTN 2017.

Sementara itu, Ravik Karsidi 
menyatakan sangat mengapresiasi 
dukungan Telkom terhadap pelaksanaan 
SNMPTN/SBMPTN. “Panitia SNMPTN 
sangat terbantu dengan dukungan 
Telkom Group yang telah mensukseskan 
pelaksanaan SNMPTN/SBMPTN dari 
tahun ke tahun. Melalui kerja sama 
ini diharapkan pelaksanaan SNMPTN/
SBMPTN 2017 dapat berjalan lancar,” 
tambah Ravik.

Seperti pada penyelenggaraan 
SNMPTN/SBMPTN tahun sebelumnya, 
Telkom menyediakan berbagai layanan 
ICT, meliputi penyediaan jaringan dan 
layanan komunikasi data dan internet, 
penyediaan layananColocation/
Internet Data Center. Selain itu 
Telkom juga menyiapkan infrastruktur 
pengamanannya dengan menggunakan 
firewall, penyediaan no akses call center, 
penyediaan layanan konsultasi ICT, serta 

Telkom Kembali Dipercaya Dukung 
Penyelenggaraan SNMPTN dan SBMPTN
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Sebagai kelanjutan dari 
Program Pemberdayaan 
Perempuan Purna 
TKI di Sukabumi 

berupa edukasi literasi 
digital, Indosat Ooredoo 
memberikan pelatihan 
lanjutan Kewirausahaan 
Pasca Panen dan Pengolahan 
Puyuh pada akhir Desember 
2016 lalu. Selain itu, para 

layanan lainnya yang dipandang perlu.
“Telkom siap mendukung program 

Kemenristekdikti, salah satunya kegiatan 
SNMPTN/SBMPTN 2017 yang menjadi 
komitmen bakti Telkom bagi pendidikan 
di Indonesia,” tegas Honesti.

Menurut Honesti, wujud bakti 
Telkom untuk tingkat Pendidikan Tinggi 
Indonesia selain dukungan terhadap 
penyelenggaraan SNMPTN/SBMPTN 
juga melalui program Edumail, yakni 
platform email nasional yang dapat 
mengintegrasikan ekosistem edukasi. 

Layanan ini memfasilitasi Peraturan 
Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik bagi layanan publik 
dengan menggunakan pusat data dan 
data recovery center yang berlokasi di 
Indonesia. 

Selain itu, Telkom juga menyediakan 
koneksi IDRen (Indonesia Research 
Education Network) yaitu jaringan 
private untuk riset dan pendidikan 
nasional antar Perguruan Tinggi di 
Indonesia.

Indosat Ooredoo 
Dukung Program 
Pemberdayaan 
Perempuan Purna TKI
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Purna TKI diberi kesempatan untuk 
mengadakan bazar produk olahan 
mereka di Toserba Selamat, Jl. RE. 
Martadinata Kota Sukabumi, selama 
3 hari yang dihadiri oleh perwakilan 
dari Kementerian Ketenagakerjaan 
RI, Pemda Kabupaten Sukabumi, 
serta masyarakat sekitar.

Indosat Ooredoo memberikan 
pelatihan kepada para purna TKI 
yang akan disebar ke beberapa 
Kecamatan di Sukabumi. Para 
peserta pelatihan dari purna TKI 
ini kemudian diharapkan dapat 
memberikan pelatihan lanjutan 
kepada masyarakat dan anggota 

purna TKI lainnya. 
Para peserta menerima materi 

pelatihan lanjutan selama 3 hari 
dengan berbagai topik seperti 
kiat-kiat wirausaha sukses, teknis 
dan peluang pemasaran, sistem 
produksi dan mutu produk, analisis 
dan pembukuan usaha, aplikasi 
pemasaran online, serta topik lain 
yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka. Materi-materi tersebut 
disampaikan oleh pembicara yang 
juga merupakan praktisi usaha di 
bidang masing-masing.

“Program ini merupakan 
bagian dari komitmen kami untuk 
mendorong lebih banyak perempuan 
di Indonesia yang menerima manfaat 
dari teknologi digital. Dengan akses 
ke dunia digital, kami berharap para 
purna TKI akan semakin mudah 
dalam melakukan proses pencarian 
informasi, berkomunikasi, mengatur 
keuangan usaha, melakukan 
pemasaran, atau pun kegiatan 
lainnya dengan mudah dan efisien,” 
ujar Deva Rachman, Group Head 

Corporate Communications Indosat 
Ooredoo.

Indosat Ooredoo bersama 
Kementerian ketenagakerjaan 
RI, Pemda Kabupaten Sukabumi, 
Universitas Padjadjaran Bandung, 
Bank Rakyat Indonesia, APWI 
dan CV. SQF berkomitmen 
untuk bersinergi dalam Program 
Pemberdayaan Perempuan Purna 
TKI. 

Hal tersebut sejalan dengan 
komitmen Indosat Ooredoo yang 
dicanangkan di GSMA awal 2016 
lalu untuk mendorong lebih banyak 
perempuan di Indonesia yang 
memperoleh akses internet dan 
peluang untuk memanfaatkan 
layanan mobile money.

Dalam program pelatihan dasar 
untuk perempuan purna TKI yang 
diselenggarakan Oktober 2016 
lalu, Indosat Ooredoo memberikan 
pelatihan di antaranya berupa dasar-
dasar pengenalan komputer dan 
sistem informasi, proses pencarian 
informasi dan berkomunikasi melalui 
internet dan email, pengelolaan 
keuangan dengan spreadsheet, 
pembuatan presentasi dengan 
aplikasi presentasi multimedia, 
pengenalan e-commerce, hingga 
panduan keamanan internet. 

Indosat Ooredoo juga memberikan 
pengenalan tentang sistem 
Dompetku untuk mempermudah 
transaksi pembayaran serta 
pengenalan platform e-commerce 
Cipika. Dan saat ini para perempuan 
purna TKI tengah mempersiapkan 
produk olahan puyuh mereka untuk 
dapat dipasarkan melalui Cipika dan 
siap bersaing di pasar.
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Telkomsel melakukan 
pemantauan ketat 7 
x 24 jam terhadap 
kualitas layanan 

bagi pelanggan dari Sabang 
sampai Merauke selama 
masa libur Natal dan tahun 
baru 2017. Pemantauan 
dilakukan melalui 
Integrated Operation 
Center (IOC) yang berlokasi 
di Telkomsel Smart Office, 
Jakarta, di mana pusat 
pemantauan ini memiliki 
tiga fungsi operasi, yaitu 
Network Operation Center 
(NOC), IT Operation Center 

(ITOC), dan Customer Care 
Command Center (C4).

Vice President Network 
Operation Management 
Telkomsel, Paulus 
Djatmiko mengatakan, 
"Kami ingin memastikan 
agar pelanggan dapat 
merasakan pengalaman 
yang optimal dalam 
menggunakan layanan 
kami, terutama di masa-
masa terjadinya lonjakan 
trafik layanan komunikasi 
seperti saat malam 
pergantian tahun. IOC 
yang kami operasikan ini 

Untuk Pantau Kualitas Layanan, Telkomsel 
Operasikan Integrated Operation Center

GALERI
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tentunya membantu kami dalam 
memantau kondisi layanan dan 
jaringan setiap saat, sekaligus 
melakukan berbagai langkah 
antisipasi dan penanganan terhadap 
gangguan yang muncul."   

Lebih dari 160 petugas 
memantau pergerakan trafik 
layanan suara, SMS, dan data di 
IOC agar customer experience 
tetap terjaga. Hasil pemantauan 
kemudian menjadi informasi awal 
bagi penanganan terhadap masalah 
yang muncul di lapangan. NOC 
misalnya, memiliki beberapa fungsi, 
seperti fungsi monitoring yang 
mengawasi status kesiapan jaringan 
telekomunikasi, fungsi remote 
maintenance yang melakukan 
perawatan dan perbaikan jarak 
jauh tanpa harus datang ke lokasi 
infrastruktur, fungsi reporting yang 
melaporkan sejarah kejadian terkait 
jaringan yang ada di lapangan, 
serta fungsi measurement yang 
memberikan data hasil pengukuran 
kinerja BTS.   

Sementara itu pemantauan dari 
sisi C4 dilakukan untuk menangani 
berbagai hal terkait aktivitas 
komunikasi pelanggan seperti 
customer complaint, network 
incident, dan service performance. 
Selain itu Telkomsel juga memantau 
performansi dari aplikasi/web 
MyTelkomsel dan MyGraPARI, serta 
berbagai aplikasi pesan instan, 
media sosial, video streaming, 
dan music streaming yang banyak 
digunakan oleh pelanggan. 
Sedangkan ITOC difungsikan untuk 
memastikan akses pelanggan 
terhadap layanan Telkomsel dari 

sisi IT dapat dinikmati dengan 
lancar, seperti memantau aktivitas 
provisioning handling, charging 
system, value added services 
(VAS), dan digital services.   

Dilengkapi dengan dashboard 
monitoring wall display, IOC 
juga memantau secara langsung 
ketersediaan, utilisasi, dan 
performansi jaringan terutama di 
687 titik keramaian utama yang 
telah diindentifikasi Telkomsel 
sebagai titik-titik yang tingkat 
aktivitas komunikasinya paling 
tinggi, seperti bandara, stasiun, 
terminal, pelabuhan, tempat 
wisata, mal dan pusat perbelanjaan, 
serta rumah ibadah. Di lokasi-
lokasi tersebut diprediksi akan 
terjadi rata-rata peningkatan trafik 
layanan data sebesar 47% bila 
dibandingkan dengan trafik pada 
hari normal.  

GALERI
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Produk Inspiron Berkinerja 
Tinggi dan Didesain Cantik

Dell Indonesia memperkenalkan lini produk 
laptop Inspiron baru yang dirancang sangat 
cantik untuk konsumen yang membutuhkan 
mobilitas dan keluarga di rumah. Termasuk 

dalam lini terbaru ini adalah laptop Dell Inspiron 14 
7000 dan Dell Inspiron 15 5000.

Kedua produk Inspiron terbaru ini menawarkan 
ruang penyimpanan yang besar dan tampilan layar 
yang sangat tajam yang memberikan pengalaman 
menonton yang lebih baik bagi pengguna, serta 
dilengkapi dengan prosesor Intel terbaru dan daya 
tahan baterai yang lebih lama. Semua fitur ini 
memungkinkan para eksekutif dan keluarga untuk 
tetap mobiledan melakukan segala aktivitasnya tanpa 
harus khawatir dan terbatasi oleh kinerja laptop.

“Kami melihat tuntutan pelanggan yang semakin 
meningkat akan laptop pilihan yang merupakan 
kombinasi dari desain yang inovatif dan memiliki 
kinerja tangguh ke yang tidak saja bisa digunakan 
sehari-hari bersama keluarga, tapi juga bisa 
mendukung produktivitas serta mobilitas mereka 
sehari-hari,” kata Martin Wibisono, consumer country 
manager, Dell Indonesia. “Kami menjawab semua 
permintaan tersebut dalam satu paket dan dengan 
harga yang menarik.”

Hadir dengan Windows 10, laptop-laptop baru ini 
meredefinisi pengalaman komputasi. Pengguna kini 
dapat menonton video dengan resolusi 4K favorit 
mereka secara online atau melihat koleksi foto-

Dell Hadirkan Lini
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foto perjalanan mereka di layar 
laptop ataupun monitor eksternal 
tambahan tanpa mengurangi 
kualitas gambar.

Laptop Inspiron 14 7000 – 
Didesain Cantik dan Ramping 
dengan Layar InfinityEdge

Laptop Inspiron 14 7000 terbaru 
mengambil ide dari desain XPS 
dengan layar InfinityEdge yang 
nyaris tanpa batas dan tepi body 
laptop berbentuk potongan intan 
dan layar FHD. Menggabungkan 
gaya, ketangguhan dan mobilitas, 
notebook Inspiron 7000 terbaru 
ini dilengkapi beragam fitur, 
menjadikannya pilihan ideal baik 
untuk penggunaan sehari-hari dan 
aktivitas profesional.

Laptop ini memiliki rancangan 
lapisan aluminium yang mulus 
dengan layar InfinityEdge resolusi 
Full HD yang memiliki sudut 
pandang layar yang lebar untuk 
pengalaman menonton yang lebih 
baik. Selain itu, laptop Inspiron 14 
7000 ini juga dilengkapi prosesor 
Intel Generasi ke-7 dan grafis 
opsional yang tangguh, termasuk 
Intel Iris Graphics 640 dan NVIDIA 
GeForce 940MX discrete GPU 
dengan memori GDDR5 sebesar 
2GB atau 4GB, serta webcam HD 
standar.

Opsi tambahan Solid State Drive 
(SSD) menawarkan kapasitas 
hingga 1TB. Keyboard dengan latar 
lampu memberikan kenyamanan 
mengetik meski dalam kondisi 
gelap atau cahaya redup dan fitur 
nirkabel 802.11ac mempermudah 
aktivitas browsing. Dengan daya 
tahan baterai hingga 10 jam, 
Inspiron 14 ini menawarkan 
mobilitas tinggi dengan berat 
hanya mulai dari 1,6kg.

Dirancang untuk memberikan nilai 
tambah yang luar biasa, Inspiron 
15 5000 adalah pilihan tepat 
bagi individu dan keluarga yang 

kerap berbagi penggunaan komputer. 
Desain baru yang lebih ramping 
dirancang agar mudah di bawa-bawa 
dan hadir dengan pilihan warna elegan 
seperti Matte Gray dan Hitam. Pilihan 
warna-warna cerah lainnya seperti Bali 
Blue, Tango Red, dan Cosmic Purple juga 
akan segera tersedia.

Laptop ini hadir dengan opsi layar FHD 
yang tajam untuk tampilan grafis yang 
indah dengan opsi layar sentuh, serta 
TrueColor[2] yang membuat tampilan 
gambar dan video dua kali lebih tajam 
dan nyata.

Laptop ini dilengkapi DVD drive 
dengan opsi Blu-ray writer untuk ruang 
penyimpanan ekstra dan kenyamanan 
menonton video. Kinerjanya yang 
cepat dan responsif berkat prosesor 
yang ditanamkan yang sampai Intel 
Core i7 generasi ke-7, disertai tempat 
penyimpanan yang besar dan opsi grafis 
diskret.

Laptop Inspiron 15 5000 
Warna-warna Menarik 
dan Fitur yang Sesuai 
Untukmu
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Lindungi teknologi Anda kemana 
pun Anda pergi dengan Dell 
Premium Support, layanan purna 
jual Dell untuk PC konsumen 

yang menyediakan layanan proaktif 
otomatis baik untuk perangkat keras 
maupun perangkat lunak.

Kini Dell Premium Support 
memangkas langkah-langkah rumit 
yang mungkin harus Anda hadapi 
dengan teknologi SupportAssist yang 
secara otomatis mendeteksi masalah 
perangkat keras dan perangkat lunak 
dan secara proaktif memberi tahu 
konsumen masalah yang muncul 
melalui system alert dan email. 
Teknisi ahli dari Dell bahkan bisa 
menghubungi konsumen dengan semua 
informasi yang dibutuhkan untuk 
dapat menyelesaikan masalah-masalah 
penting yang terjadi dengan cepat. 
Pelanggan juga dapat menelepon 
para teknisi Dell 24 jam setiap hari 
dan mendapatkan layanan perbaikan 
di tempat setelah dilakukan diagnosa 
jarak jauh (remote).

Dengan Premium Support, pelanggan 
mendapatkan akses layanan 24 jam 
melalui telpon atau online, layanan 

Dell Premium Support 
dengan Proactive 
Service

perbaikan di tempat setelah dilakukan 
diagnosa secara remote dalam 1-2 hari 
kerja, pusat informasi satu pintu untuk 
mendapatkan bantuan ahli perangkat 
keras dan perangkat lunak, enyelesaian 
permasalahan secara proaktif yang 
otomatis dideteksi oleh teknologi 
SupportAssist, dukungan perangkat 
lunak lengkap dan bantuan untuk 
perangkat lunak yang sudah terinstal 
seperti Microsoft Office, Explorer, 
Outlook, dan lainnya serta bantuan dan 
“cara melakukan” untuk konektivitas 
jaringan, setup printer, backup, setup 
antivirus, upgrade sistem operasi dan 
banyak lagi.

 Dell Premium Supports membantu 
masalah perangkat lunak yang 
digunakan sehari-hari seperti email, 
browser internet, dan perangkat lunak 
produktivitas lainnya. Selain itu, Dell 
Premium Supports juga membantu 
pelanggan cara menghubungkan 
perangkat konsumen ke jaringan 
yang tersedia, menggunakan sistem 
operasi yang di-instal pelanggan, 
termasuk upgrade ke versi terbaru, 
menghubungkan ke printer atau 
perangkat lainnya, transfer atau back 
up data PC, serta setup perlindungan 
antivirus.

Semua produk sudah tersedia. 
Harga laptop Inspiron 147000 
mulai dari Rp12.399.000 dan harga 
laptop Inspiron 15 5000 mulai dari 
Rp9.499.000.




